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ABSTRAK 
 
 

A. TENRI KHOFIFAH ALIMUDDIN (B011191019) “Tinjauan Yuridis 
Penghapusan Pidana dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan 
Nomor 315/PID.B/2021/PN Jap). Di bawah bimbingan Amir Ilyas sebagai 
Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai pembimbing 
pendamping.  
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi dari tindak pidana 
penipuan berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia serta 
menganlisis penerapan hukum pidana dalam hal penghapusan pidana dalam 
tindak pidana penipuan secara spesifik berdasarkan pada putusan Nomor 
315/PID.B/2021/PN Jap.  

 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah jenis penelitian 

normative. Adapun metode pendekatan yang diterapkan penulis ialah 
pendekatan per undang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam melakukan 
penelitian penulis memakai bahan hukum berupa perundang-undangan, 
putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal hukum dan tulisan hukum 
lainnya yang berkaitan dengan topik peneitian. Hasil Penelitian yang 
diperoleh penulis akan dikemas dalam bentuk analisis perskriptif bersifat 
argumentative. 

 
Adapun hasil penelitian penulis sebagai berikut, yaitu : 1) Tindak pidana 

penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dapat dikualifikasikan sebagai, 
delik materil, 2) Penerapan Hukum pidana dalam studi putusan Nomor 
315/PID.B/2021/PN JAP secara formil telah sesuai dengan prosedur 
beracara yang telah diatur pada ketentuan hukum akan tetapi terdapat 
kekeliruan interpretasi hukum oleh hakim dalam menghapus pidana atas 
perbuatan terdakwa pada putusan pengadilan pertama yang memutus lepas 
terdakwa dari segala tuntutan hukum akan tetapi kekeliruan penghapusan 
pidana ini kemudian diperbaiki oleh majelis hakim pada tingkat kasasi 
dengan menjatuhkan pidana pada terdakwa.  
 
Kata Kunci: Penghapusan Pidana, Tindak Pidana Penipuan, Tinjauan 

Yuridis. 
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ABSTRACT 
 

 
A. TENRI KHOFIFAH ALIMUDDIN (B011191019) “Juridical Review 

of Eradication of Criminal Acts of Fraud (Study of Decision Number 
315/PID.B/2021/PN Jap). Under the guidance of Amir Ilyas as the Main 
Advisor and Syarif Saddam Rivanie as the accompanying advisor. 

 
This research aims to analyze the qualifications of the crime of fraud 

based on the perspective of positive law in Indonesia and to analyze the 
application of criminal law in terms of abolition of criminal acts of fraud 
specifically based on decision Number 315/PID.B/2021/PN Jap. 

 
The type of research that used by the author is normative research, 

while the approaching method that used by the author is a statue approach 
and a case approach. In conducting the research, the authors use several 
legal materials in the form of legislation, court decisions, law books, legal 
journals and other legal writings related to the topic of research. The results 
of the research will be delivered by the author in the form of argumentative 
descriptive analysis. 

 
The results of the author's research are as follows, namely: 1) The 

criminal act of fraud regulated in Article 378 of the Criminal Code can be 
qualified as a material offense, 2) The application of criminal law in the study 
of decision Number 315/PID.B/2021/PN JAP is formally appropriate with the 
procedural procedures that have been regulated in the legal provisions, 
however, there was a mistake in interpreting the law by the judge in removing 
the crime for the defendant's actions in the first court decision which cut off 
the defendant from all lawsuits. sentence the defendant. 
 

. 
 
Keywords: Eradication of Criminal Act,s, Fraud, Juridicial Review. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah  

Kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat secara holistik 

merupakan salah satu cita-cita mulia dari setiap negara, begitu pula 

dengan Indonesia yang menempatkan kesejahteraan social sebagai 

salah satu konsentrasi dalam rangka peningkatan kualitas hidup 

bermasyarakat. Tidak hanya menjadi cita-cita mulia setiap negara, 

kesejahteraan sosial juga menjadi cita-cita dari setiap masyarakat 

agar dapat mengembangkan kualitas berkehidupan dalam berbagai 

segmentasi, salah satunya ialah dalam segmentasi ekonomi. 

Berbagai hal dan bentuk usaha diupayakan dan dilakukan guna 

memenuhi kebutuhan ekonomi yang terus meningkat seiring dengan 

kebutuhan yang semakin kompleks, tak jarang hal ini yang 

mendorong individu-individu tertentu untuk menghalalkan berbagai 

cara guna mendapatkan keseimbangan ekonomi dan memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, terdapat begitu banyak kasus kriminalitas 

yang terjadi dan didasari oleh motif ketidakmampuan ekonomi dalam 

memenuhi kebutuhan sehari -hari, hal ini dapat dibuktikan dengan 

maraknya tindak kejahatan dengan bentuk yang berbeda - beda, 
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salah satu metode yang paling sering digunakan ialah dalam bentuk 

pinjaman atau utang- piutang. 

Dalam praktiknya metode pinjaman atau utang- piutang dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, baik meminta pinjaman 

menggunakan platform pinjaman online yang terbilang cukup praktis 

dengan menjaminkan suatu barang tertentu ataupun dengan cara 

meminta pinjaman kepada orang terdekat secara langsung yang 

biasanya juga dilakukan dengan menjaminkan atau menjanjikan 

suatu aset tertentu baik dalam bentuk lisan ataupun bentuk lainnya 

dengan disertai iming-iming dan informasi yang tidak benar dengan 

maksud agar mendapatkan pinjaman sesuai yang diharapkan akan 

tetapi yang dijaminkan bersifat utopis atau bahkan nihil sejak awal. 

Sehingga, sejak awal niatan yang dimiliki oleh peminjam memanglah 

bukan untuk memberikan jaminan pengembalian atas utang 

melainkan hanya berupa tipu muslihat guna mendorong dan 

memantik pemberi pinjaman agar memberikan atau menyerahkan 

sejumlah pinjaman padanya, yang mana hal ini sebenarnya 

tergolong sebagai penipuan sehingga dapat dijatuhkan pidana yang 

sebagaimana telah diatur dalam pasal 378 Kitab Undang- undang 

Hukum Pidana yang berbunyi : 

―Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan 
memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal 
dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan - 
perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan 
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sesuatu barang,membuat utang atau menghapuskan 
piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman 
penjara selama-lamanya empat tahun ―1 
 

Jikalau kita menilik pada pasal 378 KUHP maka sudah 

seharusnya serangkaian tindakan untuk mendapatkan pinjaman 

dengan modus berupa memberikan iming-iming yang berbentuk 

informasi tidak benar atau tipu muslihat dengan tujuan untuk 

keuntungan pribadi sudah  sepatutnya di jatuhi hukuman pidana hal 

ini dikarenakan setiap orang yang melakukan delik diancam dengan 

pidana dan untuk itu maka harus mempertanggung jawabkan secara 

hukum perbuatan yang dilakukan tersebut.2 

Berbagai bentuk kejahatan semakin hari kian merajalela dan 

terjadi secara masif, hal ini tidak dapat dipungkiri eksistensinya 

dimasyarakat. Berbagai bentuk kejahatan yang kerap kali terjadi 

dimasyarakat kian mengganggu kemanan, sehingga diperlukan 

tindakan secara nyata guna menindak pelaku kejahatan, semisal 

kejahatan yang kerap terjadi dan sudah tidak lagi asing terjadi di 

masyarakat yaitu penipuan, tindak pidana peniouan di Indonesia 

                                                     
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 378 
2 Fitri Wahyuni, 2017, Dasar-dasar Hukum Pidana, Edisi ke-1, PT.Nusantara 

Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm.27 
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kian hari kian marak terjadi hal ini tidak lain disebabkan akibat 

himpitan kebutuhan ekonomi dan gaya hidup.3 

Terdapat sebuah kasus tindak pidana penipuan yang diadili 

dan diputus di Pengadilan Negeri Jayapura, dimana terdapat 

seseorang yang memiliki sejumlah pinjaman kepada seseorang 

yang telah dikenalnya baik meminjamnya secara tunai maupun 

melalui transfer sejumlah Rp.2.600.000.000 (Dua milyar enam ratus 

juta rupiah). Pemberi pinjaman telah beberapa kali bermaksud untuk 

menagih sejumlah uang yang telah dipinjamkan namun, peminjam 

dalam hal ini Bernama Gerson Yulianus tidak langsung membayar 

pinjaman tersebut melainkan hanya menyampaikan kepada pemberi 

pinjaman dalam hal ini Tony Hartato bahwa ia akan memberikan 

sebidang tanah dan akan mengurus seluruh persyaratan 

administrasinya. Iming- iming yang dijanjikan oleh Gerson 

menggerakkan Tony untuk kembali memberikan pinjaman. Namun, 

ternyata sebidang tanah yang dijanjikan oleh peminjam tidak dapat 

di proses pada Badan Pertanahan Nasional karena merupakan 

tanah sengketa dan tercatat bahwa tanah tersebut tidak lagi menjadi 

Hak milik Gerson karena telah dijualnya kepada pihak ke-3. 

Serangkaian tipu muslihat yang dilakukan Gesron selaku peminjam 

                                                     
3 Andi Juzailah Dwi Saputri, 2014,” Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana 

Penipuan”, Skripsi,Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
Makassar, hlm.2 
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dilakukan guna mendorong Tony memberikan sejumlah pinjaman 

namun, Gerson di putus lepas dari segala tuntutan hukum 

dikarenakan majelis hakim berpendapat bahwa terjadi perselisihan 

objek kesepakatan jual-beli dan dianggap sebagai ranah perdata 

yang menjadikan alasan yang dapat menghapus pidana dan 

dianggap sebagai alasan pembenar atas tindakan Gerson.  

Berdasarkan uraian di atas terdapat hal menarik yang dapat 

ditelaah lebih lanjut dikarenakan penerima pinjaman telah memenuhi 

unsur penipuan sedangkan penerima pinjaman tersebut yang 

melakukan penipuan tidak didakwa dengan alasan bahwa objek 

kesepakatan dalam uraian di atas bukan merupakan ranah pidana, 

hal seperti ini pada praktiknya kerap terjadi hal ini disebabkan 

seorang penuntut umum dalam melakukan penuntutan hendaknya 

secara detail memperhatikan unsur-unsur dari tindak pidana yang 

diancamkan yang termuat dalam surat dakwaan yang kemudian 

harus dibuktikan. Apabila penutut umum dalam hal ini tidak mampu 

membuktikan bahwa perbuatan yang diadakwakan memiliki sifat 

melawan hukum, maka dengan itu hakim akan melepaskan 

terdakwa. Akan tetapi, pada beberapa kasus yang terjadi seluruh 

bagian dari tindak pidana telah dapat dibuktikan namun terdakwa 

dinyatakan dilepaskan dari segala tuntuan hukum (ontslag van recht 

vervolging). Hal ini dapat terjadi apabila sifat melawan hukum dari 

suatu perbuatan yang bersifat materil (bukan merupakan bagian 
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tindak pidana) tidak dapat dibuktikan.4 Lebih lanjut di uraikan bahwa 

pembebasan dari penuntutan hukum berarti bahwa hakim 

memutuskan peristiwa yang didakwakan kepada terdakwa dapat 

dibuktikan dengan terang namun, peristiwa tersebut bukanlah suatu 

tindak pidana atau terdakwa ditemukan tidak dapat dihukum 

dikarenakan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan 

yang dilakukan tersebut.5 

Maka dari itu, penulis akan mengkhususkan diri pada 

pembahasan alasan dihapusnya atau ditiadakannya pidana pada 

uraian kasus tindak pidana penipuan yang telah memenuhi unsur 

dan terbukti yang dimana penghapusan pidana tersebut dikarenakan 

terdapat perselisihan pada objek jual-beli yang dinilai 

menghapuskan pidana dan dianggap sebagai alasan pembenar 

dalam uraian kasus di atas majelis hakim menafsirkan bahwa iming-

iming berupa informasi tidak benar terkait kepemilikan sebidang 

tanah adat yang merupakan bentuk pembayaran terhadap utang 

peminjam sebagai bentuk jual-beli akan tetapi, hal tersebut 

sebenarnya bukanlah jual-beli karena sejak jauh hari peminjam 

secara sadar telah menjual tanah tersebut pada pihak lain dan 

hanya memberikan iming-iming atau harapan tersebut dengan 

                                                     
4 I Ketut Mertha (dkk.), 2016, Buku ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, Denpasar, hlm.146 
5 Joko Sriwidodo, 2019, Kajian Hukum Pidana Indonesia, Kepel Press, Jakarta, 

Hlm.268  
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maksud agar diberi tambahan pinjaman untuk menguntungkan 

dirinya sendiri. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ―Tinjauan 

Yuridis Penghapusan Pidana Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi 

Putusan Nomor 315/PID.B/2021/PN JAP)‖ 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi masalah di atas, maka 

dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana penipuan dalam 

perspektif hukum pidana di Indonesia? 

2. Bagaimanakah penerapan Hukum pidana terhadap tindak pidana 

penipuan pada putusan Nomor 315/PID.B/2021/PN JAP? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi perbuatan tindak 

pidana penipuan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia? 

2. Untuk mengetahui dan menganalisisf penerapan Hukum Pidana 

terhadap tindak pidana penipuan dalam perspektif hukum pidana 

penipuan pada putusan Nomor 315/PID.B/2021/PN JAP? 
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D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

ataupun kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai 

berikut:  

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangsih pemikiran secara teoritis, menjadi bahan informasi 

terhadap disiplin ilmu hukum bagi kalangan akademisi yang 

dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana 

secara umum, terkhusus dalam mempelajari terkait dihapusnya 

pidana dalam tindak pidana penipuan  

2. Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu 

dijadikan sebagai referensi hukum yang dapat berguna bagi 

mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian dalam bidang 

yang sama yakni penghapusan pidana pada tindak pidana 

penipuan   

E. Keaslian Penelitian  

Penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Penghapusan Pidana 

dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 

315/PID.B/2021/PN JAP) merupakan penelitian asli yang dilakukan 

oleh penulis. Meskipun terdapat beberapa kesamaan kajian dengan 

beberapa penelitian sebelumnya namun dalam rangka menunjukkan 

keaslian penelitian, maka penulis akan menyajikan beberapa 
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penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang hampir sama 

sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian penulis serta untuk 

menguraikan perbedaan yang terdapat pada penelitian penulis 

dengan penelitian sebelumnya, sebagai berikut:  

1. Kisstyana Puji Utami, 2021, ―Tinjauan Yuridis Alasan 

Penghapusan Pidana Terhadap Terdakwa Pencurian Yang 

Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor 

29/Pid.B/2020/PN Dmk)‖, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Dalam skripsi ini memiliki 

kesamaan dengan kasus yang diangkat penulis yakni terkait 

tinjauan yuridis alasan penghapusan pidana pada sebuah kasus 

tindak pidana. Akan tetapi saudara Kisstyana dalam skripsi nya 

lebih berfokus dalam mengkaji penghapusan pidana terhadap 

tindak pidana pencurian dan lebih spesifik lagi pada terdakwa yang 

mengidap gangguan jiwa.Sedangkan penelitian penulis berfokus 

pada pengkajian secara yuridis penghapusan pidana pada tindak 

pidana penipuan. 

2. Ida Bagus Maha Dwinugraha, 2020, ―Alasan Penghapusan Pidana 

Terkait Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berakibat Matinya 

Orang Ditinjau dari Kitab Undang- Undang Hukum pidana‖, Skripsi, 

Program Sarjana, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas 

Pendidikan Ganesha. Dalam skripsi ini memiliki kesamaan dengan 

kasus yang diangkat penulis yakni terkait tinjauan terkait alasan 
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penghapusan pidana pada sebuah kasus tindak pidana. Akan 

tetapi saudara Ida Bagus dalamskripsi nya lebih berfokus pada 

kajian alasan penghapusan pidana pada tindak pidana 

Penganiyaan yang mengakibatkan kematian. Sedangkan 

penelitian penulis berfokus pada pengkajian secara yuridis 

penghapusan pidana pada tindak pidana penipuan.  

3. Adryan Mahaputra, 2017, ―Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 

Pidana Penipu Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 

337/Pid.B/2016/PN.Mks)‖, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas 

Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam skripsi ini memiliki 

kesamaan dengan kasus yang diangkat penulis yakni tinjauan 

yuridis pada tindak pidana penipuan. Akan tetapi saudara Adryan 

Mahaputra dalam skripsinya lebih berfokus pada pengkajian 

penerapan hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana 

penipuan secara berlanjut atau dalam artian hanya meninjau 

dengan pendekatan yuridis secara umum.  Sekalipun penelitian 

penulis juga mengkaji terkait tindak pidana penipuan namun 

penelitian penulis lebih berfokus pada pengkajian secara spesifik 

pada alasan dihapusnya pidana pada tindak pidana penipuan 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan anatara penelitian penulis dan penelitian 

sebelumnya. Dengan ini dapat ditegaskan bahwa penelitian ini dapat 

dipertanggungjawabkan keasliannya sesuai dengan asas-asas 
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keilmuan yakni kejujuran, rasionalitas, objektif, dan terbuka. Sehingga 

apabila dikemudian hari ditemukan terdapat penelitian yang serupa 

maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian 

selanjutnya.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang diterapkan oleh penulis merupakan 

penelitian hukum normatif (normatif law research) yang dimana 

penelitian ini merupakan jenis penelitian berupa menganalisis norma 

atau kaidah hukum positif  selaku objek kajian dalam penelitian. Lebih 

detail diuraikan bahwa penelitian hukum normatif merupakan sebuah 

studi yang memakai sumber bahan hukum berupa peraturan 

perundang-undangan, perjanjian, teori hukum dan doktrin atau 

pendapat para ahli. Dilandasi oleh hal itu pula jenis penelitian ini kerap 

dikenal sebagai penelitian hukum doctrinal.6 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis 

menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan kasus, yang lebih lanjut diuraikan sebagai 

berikut:  

                                                     
6
 Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika,Jakarta, 

hlm. 13.  
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a) Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) 

Pendekatan ini pada hakikatnya merupakan sebuah 

pendekaan yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa 

seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi 

dan relevansi terhadap isu hukum yang tengah dihadapi. 7 

b) Pendekatan Kasus (Case Approach)  

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji dan 

menganalisa kasus-kasus yang memiliki relevansi dengan isu 

hukum yang tengah dihadapi, adapun kasus-kasus yang dikaji 

dan dianalisa ialah kasus yang telah berkekuatan hukum tetap 

oleh pengadilan. Hal yang menjadi kajian utama pada setiap 

putusan yang dikaji berupa pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara, dimana pertimbangan tersebut dapat 

diaplikasikan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu 

hukum yang tengah di hadapi.8 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum  

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis bersumber dari 2 

(dua) jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, yang lebih detail diuraikan sebagai berikut:  

a) Bahan Hukum Primer  

                                                     
7
 Irwansyah,2020, Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 

hlm. 133 
8
 Ibid, hlm.138 
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Bahan hukum primer memuat peraturan perundang-

undangan, catatan maupun risalah yang bersifat resmi dalam 

pembentukan perundang-undangan serta yurisprudensi hakim.9 

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Putusan Pengadilan 

Negeri Jayapura Nomor 315/Pid.B/2021/PN Jap. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder memuat bahan-bahan hukum yang 

bersifat melengkapi dan memperjelasan bahan hukum primer yang 

dapat berupa naskah akademik dari Rancangan Undang-Undang 

(RUU), Doktrin, serta hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai isu 

terkait.10 Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini 

berupa buku-buku hukum dan tulisan-tulisan hukum baik berupa 

jurnal maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu 

pada penelitian ini.  

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum  

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan bahan 

hukum sebagai penunjang penelitian lebih berfokus pada 

pengumpulan bahan-bahan yang relevan dan berkorelasi dengan isu 

                                                     
9
 Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum (edisi revisi), Prenada Media 

Group, Jakarta, hlm.181 
10

 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, hlm.119 



 

  14 

yang dibahas dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan 

penelitian hukum normative, adapun metode pengumpulan bahan 

hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a) Bahan Hukum Primer  

Pengumpulan bahan hukum primer yang dilakukan 

penulis melalui pendekatan undang- undang terkhususnya 

pendekatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 

pendekatan kasus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri 

Jayapura Nomor 315/Pid.B/2021/PN Jap. 

b) Bahan Hukum Sekunder  

Pengumpulan bahan hukum sekunder yang dilakukan 

penulis melalui pendekatan kepustakaan terhadap buku-buku 

hukum dan tulisan-tulisan hukum baik dalam bentuk jurnal 

maupun hasil penelitian hukum serta melakukan studi 

kepustakaan melalui penelusuran internet guna menunjang 

referensi penulis dalam penelitian ini. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa perspektif dan argumentasi yang bersifat deskriptif dengan 

penyajian sistematis yang memuat penjelasan, penggambaran serta 

uraian guna menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam 

penelitian ini.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN 

TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  DI 

INDONESIA 

 

A. Hukum Pidana 

1. Pengertian Hukum Pidana  

Van Hamel dan Von kich memberikan definisi terhadap 

hukum pidana bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi 

yang bersifat istimewa dan tergolong sebagai hukum publik, lebih 

lanjut dijelaskan bahwa hukum pidana selaku hukum publik dapat 

ditelaah melalui jenis penegakan hukum yang secara holistik 

ditangani oleh penegak hukum pemerintahan dan terkait 

karakteristik sanksi yang bersifat istimewa yang melekat pada 

hukum pidana memiliki sifat yang luas dan melebihi dibanding 

penjatuhan sanksi-sanksi pada bidang hukum lainnya dan yang 

lebih utama pada kondisi-kondisi tertentu hukum pidana 

dimungkinkan penciptaan kaidah baru yang berbeda dengan 

kaidah hukum yang telah ada11 

Ahli hukum pidana roeslan saleh mengutip pendapat 

moeljanto yang berpendapat bahwa hukum pidana merupakan 

hukum yang memuat dasar dan aturan untuk menentukan tindakan 

                                                     
11

 Edi Setiadi, Dian Andriasari, 2013, Perkembangan Hukum Pidana di 
Indonesia, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.17 
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- tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan 

disertai sanksi pidana bagi yang melanggar larangan serta memuat 

waktu dan kondisi yang terjadi guna menentukan dapat atau 

tidaknya seseorang dijatuhi pidana dan bagaimana penerapan 

pidana nya.12  

Hukum pidana juga diartikan sebagai aturan hukum yang 

memiliki fungsi umum dan khusus, berupa fungsi dalam mengatur 

ketertiban dalam masyarakat secara umum serta seiring dengan 

hal itu juga berfungsi melindungi kepentingan hukum baik sesuatu 

yang berbentuk fisik seperti harta benda maupun yang berbentuk 

non-fisik seperti kemerdekaan hidup dan martabat.13  

Sudarsono menguraikan bahwa hukum pidana merupakan 

sesuatu yang merumuskan secara rigid serta mengatur terkait 

bentuk-bentuk pelanggaran dan kejahatan yang bertentangan 

dengan kepentingan umum yang mengakibatkan penderitaan pada 

masyarakat umum yang dapat diancam dengan hukuman pidana.14  

Hukum Pidana juga diartikan sebagai suatu konsekuensi 

yang diberikan dan ditanggung oleh seseorang yang melanggar 

ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan 

hukum15, lebih lanjut diartikan bahwa hukum pidana memuat 

                                                     
12

 Lukman Hakim, 2019, Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa, 
Cetakan Pertama, Deepublish, Sleman, hlm.1 
13

 Joko Sriwidodo, Op.cit, Hlm.4 
14

 Ibid, hlm.3  
15

 Ishaq,2019, Hukum Pidana, Ed.1, Cet.1, Rajawali Press, Depok, hlm.4 
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aturan-aturan yang bersifat mengikat dan memaksa guna 

memberikan penderitaan pada pelanggar ketentuan hukum. 

Hukum Pidana juga dapat diartikan melalui dua klasifikasi 

yakni hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Hukum 

pidana materil merupakan kumpulan aturan-aturan terkait tindakan-

tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam hukum 

disertai sanksi pidana bagi yang melangggar ketentuan tersebut 

sedangkan hukum pidana formil diartikan sebagai seperangkat 

aturan yang mengatur bagaimana proses peradilan baik dari 

proses penuntutan, proses mengadili hingga penjatuhan pidana 

pada seseorang yang secara meyakinkan memenuhi unsur 

perbuatan pidana.16 

2. Pembagian Hukum Pidana  

Hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

pemetaan, dengan rincian sebagai berikut:17 

a) Hukum pidana objektif (ius Poenale)  

Diartikan juga sebagai hukum pidana yang bersifat 

normatif, pada hukum pidana objektif memut perintah dan 

larangan serta ancaman pidana yang bersifat menyiksa bagi 

yang melanggar aturan tersebut. Lebih lanjut diuraikan 

bahwa dalam hukum pidana objektif terdapat pula dua 

pembagian yakni hukum pidana materil yang memuat 

                                                     
16

 I Ketut Mertha (dkk.), Op.cit, hlm.12 
17

 Helmi Zaki Mardiansyah, 2021, Buku Ajar Hukum Pidana, Universitas Islam 
Negeri KH Achmad Siddiq (UIN KHAS), Jember, hlm.6 
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tindakan-tindakan apa saja yang dapat dijatuhi hukuman 

pidana, subjek yang dapat dijatuhi hukuman pidana, dan 

dengan cara seperti apa subjek yang melakukan tindakan 

tertentu dapat dijatuhi hukuman, dalam hukum pidana 

materil juga dibedakan antara tindakan-tindakan yang 

tergolong hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. 

Sedangkan pada hukum pidana formil lebih memuat terkait 

aturan-aturan pengimplementasian dari hukum pidana 

materil sehingga secara tidak langsung dapat kita simpulkan 

bahwa hukum pidana formil memuat aturan-aturan terkait 

bagaimana menjaga dan mempertahankan pelaksanaan dari 

hukum pidana materil.18 

b) Hukum Pidana Subyektif (Ius Puniendi)  

Dalam hukum pidana subyektif lebih berfokus pada 

menjabarkan hak sebuah negara untuk menjatuhkan hukum 

kepada pelanggar yang sesuai dengan hukum pidana 

objektif, dimana terdapat pemusatan kekuasan pada negara 

bahwa setiap orang tidak diperbolehkan melakukan 

penjatuhan hukuman secara sepihak dalam menyelesaikan 

sebuah delik karena hal tersebut menjadi hak dari negara 

                                                     
18

 Ibid., 
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ataupun alat-alat yang diatur secara sah dalam hukum 

objektif untuk menjatuhkan hukuman.19 

c) Hukum Pidana Umum  

Hukum pidana umum memuat aturan-aturan yang 

diberlakukan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat 

dan hanya dikecualikan bagi anggota militer.20 

d) Hukum Pidana Khusus  

Hukum pidana khusus memuat aturan-aturan yang 

diberlakukan hanya pada orang-orang dengan kualifikasi 

atau kompetensi khusus tidak hanya mengatur terkait 

subjek-subjek tertentu namun, juga memuat aturan-aturan 

hukum yang secara spesifik mengatur tindakan-tindakan 

khusus atau tertentu saja.21 

B. Tindak Pidana  

1. Pengertian Tindak Pidana  

Tindak pidana berasal dari sebuah sebutan yang popular 

pada hukum pidana belanda yaitu strafbaarfeit, istilah ini juga 

dikenal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), 

namun tidak ada uraian yang lebih komperhensif terkait arti dan 

muatan dari istilah tersebut dan hingga kini belum menemui 

keseragaman pandangan para ahli terkait arti mutlak dari istilah 

                                                     
19

 Ibid., 
20

 Ibid., 
21

 Ibid., 
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strafbaarfeit ini. 22 Erdianto Effendi berpendapat bahwa penafsiran 

dari istilah stafbaar feit yang kerap kali dipahami di Indonesia 

sekalipun tidak secara resmi ialah istilah tindak pidana. 23 Amir Ilyas 

juga mengemukakan pendapat bahwa Strafbaarfeit dapat diartikan 

dalam 3 (tiga) penggalan kata yakni Starf yang dimaknai sebagai 

pidana dan hukum, Baar yang dimaknai sebagai dapat dan boleh 

dan Feit yang dimaknai sebagai tindakan, perbuatan, pelanggaran 

dan peristiwa, sehingga secara sederhana Strafbaarfeit dapat 

dimaknai sebagai peristiwa atau perbuatan yang dilakukan 

seseorang yang dengan perbuatan itu dapat dijatuhkan pidana.24 

Diversitas sudut pandang dari para ahli berimplikasi pada 

sulitnya menemui definisi mutlak dan seragam terkait tindak pidana 

itu sendiri. Namun, diversitas pandangan para ahli ini secara garis 

besar dapat digolongkan menjadi dua aliran yakni dualisme dan 

monisme25. Pada aliran monisme terdapat beberapa ahli yang 

memberikan definisi dari tindak pidana seperti Simons, Van Hamel, 

Mezger, Van Bemmelen dan Wirjono Prodjodikoro sedangkan pada 

aliran dualism para ahli yang berpengaruh dalam memberikan 

doktrin terkait definisi dari tindak pidana ialah Pompe, Mulyanto dan 

Roeslan Saleh. Adapun perbedaan yang mendasar pada antara 

                                                     
22

 Joko Sriwidodo, Op.cit, hlm.122  
23

 Syarif Saddam Rivanie, ―Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap 
Pelaku Pencurian Dokumen Elektronik Milik Orang Lain di Kota Makassar (Studi 
Putusan No.69/Pid.B/2012/PN.Mks)‖, Jurnal Hukum Volkgeist, Fakultas Ilmu 
Sosial Universitas Negeri Makassar, Vol.1, Nomor 1 Desember 2016, hlm.90 
24

 Ibid., 
25

 I Ketut Mertha(dkk.), Op.cit, hlm.64 
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aliran monism dan dualisme terletak pada unsur-unsur mutlak 

tindak pidana, dimana pada aliran monoisme diuraikan bahwa 

terdapat 3 (tiga) unsur mutlak dari tindak pidana yaitu unsur tingkah 

laku, bersifat melawan hukum dan kesalahan. Sedangkan pada 

aliran dualism hanya terdapat 2(dua) unsur mutlak tindak pidana 

yaitu berupa tingkah laku manusia dan sifat melawan hukum, 

dengan begitu secara tidak langsung kita dapat menarik 

kesimpulan bahwa pokok perbedaan antara kedua aliran ini terletak 

pada unsur kesalahan yang juga sebagai pertanggung jawaban 

pidana.26 

Tindak pidana kerap kali di artikan dengan beberapa istilah-

sitilah tidak hanya istilah strafbaar feit namun juga dengan istilah 

delik yang berasal dari kata delictum yang merupakan bahasa latin. 

Pada praktiknya istilah delik digunakan dalam penggolongan tindak 

pidana, lebih lanjut istilah delik juga digunakan pada penggolongan 

kejahatan yang merupakan tindak pidana berdasarkan hukum yang 

dengan istilah (rechts-delicten) dan penggolongan tindak pidana 

berdasarkan undang-undang juga menggunakan istilah delik yakni 

(wets-delicten).
27

 

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Terdapat berbagai jenis tindak pidana dengan penggolongan 

sebagai berikut:  
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a) Delik Formil dan Delik Material 

Delik formil dan delik materil merupakan delik yang 

penggolongannya didasarkan pada peremusan hukum 

pidana melalui pembentuk undang- undang. Delik formil 

merupakan tindak pidana yang memuat perbuatan yang 

dilarang dalam undang-undang untuk dilaksanakan dan 

dianggap telah berakhir dan selesai ketika perbuatan 

tersebut telah dilakukan tanpa menyebutkan implikasi-nya 

dan tanpa mempersoalkan implikasi yang ditimbulkan. 

Sedangkan delik materil merupakan perbuatan yang 

dianggap telah berakhir dan selesai ketika implikasi yang 

ditimbulkan diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan 

yang dilarang dan diancam dengan pidana.28 Dengan begitu, 

perbedaan mendasar pada kedua jenis delik ini terletak pada 

prasyarat selesainya perbuatan. 

b) Delik Commisionis (Tindak pidana aktif) 

Delik Commisionis merupakan suatu tindak pidana 

yang dalam perbuatan-nya terdapat gerakan dari anggota 

tubuh atau dapat dikatakan merupakan perbuatan aktif.
29

 

c) Delik Ommisionis (Tindak pidana pasif) 

Delik ommisionis merupakan suatu tindak pidana 

yang dalam perbuatan-nya dianggap melakukan tindak 
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pidana karena tidak melakukan suatu hal tertentu atau 

melalaikan suatu hal tertentu atau dapat dikatakan 

merupakan perbuatan pasif.30 

d) Delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut  

Delik berdiri sendiri merupakan tindak pidana atas 

perbuatan tunggal tertentu sedangkan delik berlanjut 

merupakan delik yang terdiri atas beberapa tindak pidana 

yang beberapa tindakan tersebut memiliki keterkaitan erat 

satu sama lain sehingga dimaknai sebagai perbuatan 

berlanjut.31 

e) Delik Rampung dan Delik Berlanjut  

Delik rampung merupakan satu perbuatan tindak 

pidana atau beberapa perbuatan tindak pidana yang 

terselesaikan dalam kurun satu waktu yang terbilang singkat, 

sedangkan delik berlanjut merupakan satu perbuatan tindak 

pidana atau beberapa perbuatan tindak pidana yang dengan 

perbuatannya tersebut maka melanjutkan suatu kondisi yang 

tidak diperbolehkkan dalam undang—undang.32 

f) Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik 

berkualifikasi, dan Delik Berprevilise  
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Delik sederhana merupakan delik pokok pada suatu 

perbuatan yang telah termaktub dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), Delik Pemberatan atau 

delik berkualifikasi merupaan delik yang memiliki unsur yang 

sama dengan delik sederhana akan tetapi juga memuat 

unsur-unsur lainnya diluar delik pokok atau delik dasar 

sehingga berimplemntasi pada lebih beratnya ancaman 

pidana dari perbuatan tersebut dan untuk Delik prevellise 

merupakan delik yang memiliki unsur yang juga sama 

dengan delik sederhana namun juga memuat unsur-unsur 

lainnya namun bersifat meringankan sehingga berimplikasi 

pada lebih ringannya ancaman pidana dari perbuatan 

tersebut. 33 

g) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan 

Delik sengaja merupakan perbuatan tindak pidana 

yang dilakukan secara sadar dan secara sengaja sedangkan 

delik kealpaan merupakan erbuatan tindak pidana yang 

dilakukan karena adanya sebuah kesalahan atau kealpaan 

yang menyebabkan terjadi akibat yang dinilai sebagai 

perbuatan pidana.34 

h) Delik Umum dan Delik Khusus 
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Delik umum merupakan perbuatan tindak pidana yang 

dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa kompetensi atau 

kualitas tertentu sedangkan delik khusus merupakan 

perbuatan pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang 

tertentu yang disebabkan oleh kualitas atau kompetensi 

tertentu.35 

i) Delik Aduan dan Delik Biasa  

Delik aduan merupakan perbuatan tindak pidana yang 

dapat dilakukan proses penututan hanya apabila perbuatan 

tersebut diadukan oleh seseorang yang merasa 

mendapatkan implikasi buruk dan merugikan dari perbuatan 

tersebut, sedangan delik biasa merupakan perbuatan tindak 

pidana yang dapat langsung di proses pada tahap 

penuntutan tanpa memerlukan pengaduan terlebih dahulu.36 

Tidak hanya berupa kualifikasi delik namun terdapat 

pula jenis tindak pidana yang dikemukakan Teguh Prasetyo 

yakni berupa kejahatan dan pelanggaran, sekalipun tidak 

terdapat penjelasan secara rigid yang diatur dalam KUHP 

terkait pelanggaran dan kejahatan namun para ahli 

memaknai kejahatan sebagai delik hukum dan pelanggaran 

sebagai delik undang-undang. Lebih lanjut diuraikan bahwa 

delik hukum dimaksud sebagai suatu pelanggaran hukum 
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yang dampaknya dirasakan masyarakat umum dan bersifat 

melanggar keadilan sedangkan delik undang-undang ialah 

suatu pelanggaran yang tidak sejalan atau melanggar 

ketentuan perundang-undangan. 37 

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana 

Terdapat berbagai unsur – unsur tindak pidana antara lain 

sebagai berikut:  

a) Subjek  

Setiap tindakan atau perbuatan pidana dapat 

dilaksanakan oleh setiap orang, namun dalam beberapa 

kondisi terdapat perbuatan tertentu yang dapat dilaksanakan 

oleh orang atau golongan tertentu saja baik yang bekerja 

pada instansi pemerintahan ataupun seseorang yang 

berasal dari golongan tertentu lainnya. Sehingga dalam 

kualifikasi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana 

ialah seseorang dari ―barang siapa‖, atau seseorang dari 

suatu golongan tertentu, lebih lanjut dijelaskan bahwa jika 

yang melakukan perbuatan tersebut tidak semerta-merta 

hanya orang (natuurlijk-persoon) akan tetapi juga 

dimungkinkan dapat dilakukan oleh suatu badan hukum.38 

b) Kesalahan  

                                                     
37
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Pokok persoalan yang kian rumit dikaji dalam hukum 

pidana ialah terkait unsur kesalahan (schuld), unsur 

kesalahan menjadi sangat vital sebagai unsur dalam tindak 

pidana karena penentuan ada atau tidaknya kesalahan 

dalam suatu perbuatan secara langsung akan berdampak 

pula dalam menentukan dapat atau tidak dijatuhkannya 

pidana serta menentukan pula berat atau ringan nya pidana 

yang akan dijatuhkan. Terkait definisi dari kesalahan itu 

sendiri dapat ditelaah dari berbagai perspektif baik dari 

bahasa sehari-hari, moralitas, dan juga perspektif hukum.39 

c) Bersifat melawan hukum  

Adapun suatu perbuatan atau tindakan dapat 

diklasifikasikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan 

yang dilakukan tersebut memuat sifat melawan hukum dan 

tidak ada suatu hal di dalam perbuatan tersebut yang 

mampu meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan 

tersebut, dimana sifat melawan hukum ini lebih lanjut 

diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dan tidak 

sejalan dengan hukum.
40

  

d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan 

Dengan tujuan untuk menyelesaikan setiap perbuatan 

yang dianggap merugikan kepentingan umum dibanding 
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kepentingan individu, maka perbuatan - perbuatan ini perlu 

di rigidkan sebagai bentuk antisipasi terhadap perbuatan-

perbuatan yang kerap kali memicu kekacauan dalam 

kehidupan masyarakat sehingga sangat penting rasanya 

untuk menentukan perbuatan apa saja yang dilarang atau 

diharuskan berikut diatur secara detail dengan ancaman 

pidana nya dalam perundang-undangan41 

e) Waktu, tempat dan keadaan 

Salah satu unsur yang tidak kalah penting dalam 

suatu tindak pidana ialah unsur waktu, tempat, dan keadaan. 

Hal ini menjadi sangat penting karena dalam pendekataan 

hukum pidana formil, keterangan waktu, tempat dan 

keadaan termuat dalam surat dakwaan sehingga kedudukan 

dari unsur ini bersifat harus dihadirkan atau harus dibutikan. 

Lebih lanjut di uraikan bahwa jika dipandang dari sudut 

tempat, perbuatan tersebut haruslah terjadi ditempat 

berlakunya hukum pidana Indonesia, sama hal nya jika 

dipandang dari sudut waktu, perbuatan tersebut masih dapat 

dirasakan sebagai perbuatan yang perlu diancam pidana 

(belum daluwarsa) dan jika dipandang dari sudut keadaan, 

perbuatan tersebut terjadi pada suatu kondisi dimana 

perbuataan tersebut digolongkan sebagai perbuatan tercela.  
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Beberapa ahli juga merumuskan konfigurasi unsur-

unsur tindak pidana dengan pandangan yang berbeda-beda 

sesuai dengan aliran yang dianut oleh masing-masing ahli, 

Simons yang menganut aliran klasik monism berpendapat 

bahwa unsur tindak pidana antara lain memuat perbuatan 

yang sesuai dengan rumusan delik,tidak terdapat alasan 

pembenar dalam perbuatan tersebut dan tidak terdapat 

alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan.42 Tidak 

hanya Simons, Zainal Abidin Farid yang menganut aliran 

modern dualism membuat konfigurasinya atas unsur-unsur 

tindak pidana dengan membagi unsur tindak pidana secara 

garis besar dalam dua unsur yakni, unsur objektif dan unsur 

subjektif yang lebih lanjut diuraikan bahwa unsur objektif 

dimaksudkan dengan unsur perbuatan pidana sedangkan 

unsur subjektif dimaksudkan dengan unsur pembuat atau 

pertanggungjawaban pidana.43  

Unsur objektif yang dikonfigurasikan dalam aliran 

dualisme juga mengartikan unsur objektif sebagai unsur 

actus reus atau delictum yang memuat unsur-unsur sesuai 

uraian delik dan unsur-unsur diam dan terkait unsur Subjektif 

diartikan sebagai unsur Mens Rea yang memuat 
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kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan dalam arti 

luas berupa Dolus (Kesengajaan) dan Culpa.44  

Beberapa ahli juga memberikan pandangan terkait 

unsur-unsur dari tindak pidana, Vos dalam Adami Chazawi 

berpandangan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana begitu 

sederhana dan hanya terdiri dari 3(tiga) hal yakni kelakuan 

manusia, diancam dengan pidana dan diatur dalam 

peraturan perundang-undangan sedangkan moeljanto dalam 

erdianto effendi menjabarkan unsur-unsur tindak pidana 

lebih kompleks dan terdiri atas 5(lima) unsur sebagai 

berikut:45 

1. Perbuatan tersebut harus merupakan sebuah 

perbuatan yang dilakukan seseorang manusia  

2. Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam 

dengan hukuman dalam undang-undang 

3. Perbuatan tersebut harus berlawanan dengan 

hukum  

4. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh 

seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan 

perbuatannya  

5. Perbuatan tersebut harus dapat dipersalahkan 

kepada yang melakukannya (pembuat kesalahan).  
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C. Tindak Pidana Penipuan  

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan  

Tindak Pidana Penipuan merupakan suatu perbuatan yang 

mendatangkan kerugian bagi orang lain melalui ucapan lisan yang 

mengandung kebohongan dan tidak jujur, bersifat utopis atau palsu 

dengan tujuan mengambil keuntungan sepihak dan bersifat 

menyesatkan yang dapat diancam hukuman pidana46 Tindak 

pidana penipuan merupakan tindak kejahatan terhadap harta 

benda yang diatur secara rigid dan termaktub dalam buku II Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXV dan dirumuskan 

dengan 20 (dua puluh) pasal mulai dari pasal 378 hingga dengan 

pasal 395.47 Berdasarkan uraian dapat kita simpulkan bahwa suatu 

tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mengambil 

keuntungan yang tidak seharusnya kita dapatkan dari pihak lain 

dengan cara yang tidak dibenarkan dalam hukum merupakan 

uraian dari tindak pidana penipuan.  

Lamintang menguraikan pandangannya bahwa sekalipun 

tidak diformulasikan oleh pembentuk undang-undang terkait unsur 

kesengajaan pada tindak pidana penipuan akan tetapi jika 

menelaah lebih dalam motif dari tindak pidana penipuan erat 
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kaitannya dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam hukum, maka 

dapat di simpulkan bahwa tindak pidana penipuan yang diatur 

dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

merupakan suatu perbuatan yang secara mutlak merupakan suatu 

tindakan kejahatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan di 

dalamnya. 48 

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan 

Pada BAB XXV Buku II KUHP diatur berbagai jenis-jenis 

tindak pidana penipuan dengan sebutan khusus masing-masing 

yang dirumuskan dalam 20 (dua puluh) pasal, sebagai berikut:49 

a) Penipuan  

Terkait tindak pidana penipuan yang dirumuskan 

dengan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP), adapun alat penggerak atau pembujuk yang 

seringkali dipergunakan untuk menggerakkan orang lain baik 

secara kumulatif atau alternatif dengan maksud mengikuti 

keinginan pelaku baik menyerahkan sesuatu barang atau 

melakukan sesuatu antara lain: 

1)  Nama Palsu 

2)  Keadaan Palsu 
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3) Rangkaian Perkataan Bohong 

4) Tipu Muslihat50 

b) Penipuan Ringan 

Terkait Tindak pidana penipuan ringan seringkali 

disebut sebagai bentuk geprivilegeerd atau tindak pidana 

penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan atas tindak 

pidana penipuan pokok yang diatur dalam pasal 378 KUHP, 

terkait tindak pidana penipuan ringan diatur dalam pasal 379 

KUHP.51 

c) Penarikan botol (flessentrekkerij) 

Terkait tindak pidana flessentrekkerij pada dasarnya 

merupakan sebuah perbuatan dimana seseorang dengan 

sengaja membeli barang dengan maksud menjadikan 

barang tersebut seabagai mata pencaharian atau kebiasaan, 

pada praktiknya para pelaku cenderung akan melakukan 

pembelian barang secara berulang dengan cara tertentu 

dengan tujuan untuk memperoleh barang untuk digunakan 

sendiri atau orang lain dengan tidak membayar sepenuhnya 

atau tidak membayar lunas, adapun tindak pidana ini diatur 

pada pasal 379a KUHP.52 

d) Pemalsuan nama dan tanda atas karya atau ciptaan  
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Terkait tindak pidana pemalsuan atas karya atau 

ciptaan ini memuat 2(dua) jenis tindak kejahatan yang 

bersifat menipu, dimana tindak pidana ini memperdaya 

orang lain untuk mempercayai dari pada nama dan tanda 

yang dilekatkan pada karya atau ciptaan tersebut sebagai 

hasil karya orisinil dari pelaku. Pada praktiknya, tindak 

pidana penipuan ini tidak hanya sekedar memalsukan nama 

atau tanda yang asli pada karya tetapi juga melakukan 

pemanfaatan secara berkelanjutan pada karya atau ciptaan 

dengan cara menjual, menyerahkan, menyediakan dan 

menawarkan untuk dijual, serta memasukkan hasil karya 

milik orang lain ke wilayah Indonesia yang berasal dari luar 

negeri, adapun tindak pidana ini diatur pada pasal 380 (1) 

KUHP.53 

e) Penipuan terhadap asuransi 

Terkait tindak pidana terhadap per-asuransian 

merupakan suatu tindak kejahatan dalam bidang asuransi 

atau pertanggungan, dimana dalam proses penyusunan 

perjanjian asuransi tersebut penanggung asuransi diperdaya 

dan disesatkan oleh pelaku yang akan meminta untuk 
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ditanggung atas sesuatu yang disepakati dalam perjanjian 

asuransi dengan cara tipu muslihat.54 

f) Persaingan Curang  

Terkait tindak pidana persaingan curang lebih lanjut 

diatur dalam pasal 382 KUHP dimana terdapat 4(empat) 

unsur penting dalam tindak pidana ini, antara lain sebagai 

berikut:  

1) Perbuatan bersifat menipu 

2) Memperdaya orang tertentu 

3) Menimbulkan kerugian pada saingan sendiri 

atau saingan orang lain 

4) Bertujuan menetapkan atau menambah 

pendapatan dari usaha yang dijalankan 55 

g) Penipuan dalam jual-beli  

Terkait tindak pidana dalam jual-beli llebih lanjut 

diatur dalam pasal 383 KUHP, pada praktiknya tindak pidana 

penipuan dalam proses jual-beli umumnya dapat terjadi 

dikarenakan tipu muslihat yang dilakukan penjual dengan 

maksud meningkatkan selisih pendapatan atau keuntungan 

juga didukung dengan sifat kurang waspada pembeli pada 

saat pembellian. Dalam tindak pidana penipuan jual-beli 
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termuat 4 (empat) unsur pokok dalam tindak pidana ini 

sebagai berikut: 56 

1) Penjual 

2) Pembeli 

3) Dengan cara 

h) Penipuan terhadap penyerahan barang untuk Angkatan 

perang 

Terkait tindak pidana penipuan terhadap penyerahan 

barang untuk Angkatan perang diatur dalam pasal 388 

KUHP.57 

i) Penipuan terhadap batas pekarangan 

Terkait tindak pidana penipuan terhadap batas 

pekarangan telah diatur dalam pasal 389 KUHP. Terdapat 

bahasan yang sangat unik pada jenis tindak pidana penipuan 

ini dikarenakan dalam perbuatan ini tidak terdapat unsur 

yang bersifat menipu melainkan jenis tindak pidana ini 

digolongkan dalam jenis tindak pidana penipuan 

berdasarkan anggapan masyarakat bahwa perbuatan di 

lakukan dengan motif untuk memperdaya orang lain dengan 

maksud menguntungkan diri sendiri dan melawan hukum. 

Adapun penafsiran dari nomenklatur pekarangan 
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dimaksudkan sebagai setiap bidang tanah yang difungsikan 

untuk tujuan tertentu seperti persawahan dan perkebunan.58 

j) Penyiaran kabar bohong  

Tindak pidana penipuan berupa penyiaran kabar 

bohong telah diatur dalam pasal 390 KUHP, dimana dalam 

perbuatan penyiaran kabar bohong ini dapat diancam pidana 

apabila berimplikasi pada peningkatan atau penurunan nilai 

dari suatu barang atau surat berharga lainnya.59 

k) Penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar 

tentang surat berharga  

Tindak pidana penipuan berupa memberikan 

gambaran tidak benar atas surat berharga diatur dalam pasal 

391 KUHP.60 

l) Penipuan dengan neraca palsu 

Tindak pidana terkait penipuan dalam 

penyusunan neraca palsu telah diatur dalam pasal 392 

KUHP.61 

m) Penipuan dengan pemalsuan nama, firma atau merk 

atas barang dagangan  

Tindak pidana terkait penipuan dengan 

melakukan pemalsuan pada nama produk, sebuah firma 
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atau sebuah merk pada produk yang dimana produk tersebut 

merupakan komoditas yang akan diperdagangkan diatur 

dalam pasal 393(1) KUHP.62 

n) Penipuan dalam lingkup pengacara  

Tindak pidana terkait perbuatan yang memuat 

perbuatan pengacara dengan sengaja menyuruh 

mengadakan keterangan-keterangan tidak benar pada klien 

maka dapat diancam pidana sesuai yang diatur dalam pasal 

393(1) KUHP.63 

3. Unsur – unsur Tindak Pidana Penipuan 

Dalam membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana 

penipuan dalam suatu perbuatan, maka kita perlu menilik lebih 

lanjut terhadap unsur-unsur dari tindak pidana penipuan itu sendiri. 

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan yang disampaikan 

oleh Togat terdiri atas 5 (lima) unsur, antara lain sebagai berikut: 64 

a) Unsur menggerakan orang lain baik melalui perbuatan 

secara aktif maupun penyampaian secara lisan yang 

memiliki sifat menipu 

b) Unsur menyerahkan suatu barang, dalam menyerahkan 

suatu barang dapat dilakukan secara perorangan atau 

sendiri baik melalui penyerahan langsung kepada 
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pelaku penipuan atau penyerahan secara tidak 

langsung kepada pelaku penipuan 

c) Unsur menggunakan nama palsu, dalam menggunakan 

identitas palsu dalam hal ini nama palsu dapat terjadi 

ketika seseorang mengakui dirinya sebagai orang lain 

dan dengan itu ia menerima sesuatu yang seharusnya 

diserahkan kepada orang lain yang diakui sebagai 

dirinya 

d) Unsur memakai martabat palsu, dalam menggunakan 

martabat palsu diartikan ketika seseorang dengan 

sengaja mengakui memiliki martabat tertentu sedangkan 

ia tidak memilikinya dan dengan itu seseorang tergerak 

untuk memberikan utang atau menghapuskan piutang 

yang dimilikinya 

e) Unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, dalam 

menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan 

diartikan ketika seseorang dengan saja merangkai 

narasi yang berupa dusta dan tidak sesuai dengan 

kebenaran dengan maksud memperdaya agar diberikan 

kepercayaan dan meninggalkan kesan bahwa apa yang 

disampaikan adalah benar sedangkan hal tersebut 

hanyalah kebohongan belaka.65 
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Terkait unsur – unsur dari tindak pidana penipuan, lebih 

lanjut diuraikan bahwa unsur dari tindak pidana penipuan dapat 

diklasifikasikan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif, sebagai 

berikut: 66 

a) Unsur Objektif  

1) Unsur barang siapa  

Adapun unsur barang siapa berfokus pada subjek 

atau orang yang melaksanakan perbuatan penipuan 

tersebut. 

2) Unsur perbuatan yang menggerakkan 

Adapun unsur perbuatan yang menggerakkan 

dimaksudkan ketika seseorang melakukan perbuatan 

yang bertujuan untuk memperdaya dan mempengaruhi 

tindakan yang akan diambil oleh orang lain dengan cara-

cara yang tidak dibenarkan dalam hukum dan 

mengandung sifat menipu atau berkata tidak benar. 

3) Yang digerakkan adalah orang  

Pada praktiknya tindak pidana penipuan kerap kali 

dilakukan dengan disertai penyerahan suatu barang, 

pemberian utang dan penghapusan piutang.Akan tetapi, 

dalam hal ini KUHP tidak dijelaskan secara rigid bahwa 

objek yang menjadi korban dari penipuan adalah 

                                                     
66

 Ibid, hlm.17 



 

  41 

seseorang yang digerakkan itu sendiri melainkan objek 

penipuan dimungkinkan oleh orang lain yang digerakkan 

selama orang lain tersebut melakukannya atas perintah 

atau kehendak orang yang digerakkan. 

4) Tujuan Perbuatan 

Tujuan perbuatan dalam penipuan diklasifikasikan 

dalam 2 (dua) unsur yakni berupa menyerahkan barang 

dan memberi hutang dan menghapuskan piutang.67 

D. Analisis kualifikasi perbuatan tindak pidana penipuan dalam 

perspektif hukum pidana di Indonesia 

Perspektif Hukum Pidana di Indonesia tidak lain bersumber 

dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai acuan 

materil dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

sebagai acuan formil.   Mengingat maraknya terjadi berbagai 

tindakan yang di duga merupakan tindakan penipuan, maka tak 

jarang masyarakat awam seringkali menganggap serangkaian 

perbuatan- perbuatan tertentu sebagai tindak pidana penipuan. 

Namun, pada hakikatnya tidak ada suatu sumber ataupun aturan 

selain daripada Kitab Undang -undang Hukum Pidana (KUHP) yang 

mendefinsikan Tindak Pidana Penipuan.  

Pendefinisian Tindak Pidana Penipuan dalam hal ini sama 

halnya dengan sebuah tolak ukur mutlak untuk menilai dan 
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menentukan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana 

penipuan atau tidak, sebab tak jarang masyarakat awam menilai 

sebuah perbuatan sebagai tindak pidana penipuan namun secara 

normatif serangkaian perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-

unsur dari tindak pidana penipuan itu sendiri hal ini selaras dengan  

sebuah teori pemidanaan dimana penjatuhan pidana tidak dapat 

dilakukan apabila unsur-unsur dari tindak pidana tersebut tidak 

terpenuhi, unsur-unsur inilah yang menjadi kualifikasi mutlak dari 

sebuah tindak pidana.  

Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, pengaturan 

mengenai tindak pidana penipuan terbagi dalam beberapa jenis 

tindak penipuan yang diformulasikan dalam Bab XXV Buku II 

sejumlah 20 Pasal sebagai berikut: 68 

a. Pasal 378  terkait  tindak pidana penipuan; 

b. Pasal 379 terkait tindak pidana penipuan yang tergolong atau 

bersifat ringan; 

c. Pasal 379 (a) terkait tindak pidana Flessentrekkerij  

d. Pasal 380 terkait tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas 

suatu ciptaan atau karya seseorang; 

e. Pasal 381 terkait penipuan terhadap per-asuransian; 

f. Pasal  382 terkait persaingan curang; 

g. Pasal 383 terkait penipuan dalam jual-beli; 
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h. Pasal 384 terkait penipuan dalam jual-beli dalam bentuk 

geprivilegeerd; 

i.  Pasal 385 terkait stellionat; 

j. Pasal 386 terkait penipuan dalam penjualan bahan makanan 

dan obat; 

k. Pasal 387 terkait penipuan dalam pemborongan ; 

l. Pasal 388 terkait penipuan terhadap penyerahan barang untuk 

Angkatan perang ; 

m. Pasal 389 terkait penipuan terhadap batas perkarangan; 

n. Pasal 390 terkait penyiaran kabar bohong; 

o.  Pasal 391 terkait  penipuan dengan memberikan gambaran 

tidak benar tentang surat berharga; 

p. Pasal 392 terkait penipuan dengan penyusunan neraca palsu; 

q. Pasal 393 terkait penipuan dengan pemalsuan nama, firma atau 

merek atas barang dagangan,; 

r. Pasal 393 bis. terkait penipuan dalam lingkungan pengacara. 

Uraian di atas merupakan jenis-jenis dari tindak pidana 

penipuan yang termaktub dalam KUHP namun, penulis akan 

berfokus untuk menganalisa lebih lanjut terkait Tindak Pidana 

Penipuan yang diatur pada pasal 378 KUHP, yang mana setelah 

penulis mengumpulkan beberapa referensi dan literatur maka 

penulis mampu menguraikan indicator kualifikasi tindak pidana 

penipuan yang erat kaitannya dengan studi putusan yang penulis 
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teliti. Adapun hasil Analisa penulis terkait kualifikasi tindak pidana 

penipuan dalam perspektif hukum pidana akan penulis uraikan 

pada uraian analisis ini.  

Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang 

Penipuan 

Pasal 378 Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang berbunyi :  

―Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan 
memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal 
dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan - 
perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan 
sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan 
piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman 
penjara selama-lamanya empat tahun ―69 
 

1. unsur - unsur tindak pidana Pasal 378 Kitab Undang – Undang 

Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan 

Sesuai dengan yang telah dijabarkan diatas, ketentuan 

pidana terkait penipun ini memiliki korelasi yang erat dengan alat 

pembujuk atau alat penggerak yang dipergunakan seseorang 

dengan maksud untuk membujuk atau memicu untuk 

menggerakkan seseorang yang dengan bujukan tersebut 

seseorang dapat tergerak untuk memberikan atau menyerahkan 

sesuatu barang dengan sifat melawan hukum untuk mewujudkan 

keuntungan bagi diri sendiri atau keuntungan bagi orang lain. Untuk  

membuat analisa penulis lebih rigid terkait unsur- unsur dari Tindak 
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Pidana Penipuan, penulis memetakan Analisa terhadap unsur-

unsur tindak pidana menjadi dua bagian, yakni Unsur Objektif dan 

Unsur Subjektif.  

Terkait Unsur Objektif dari Tindak Pidana Penipuan, penulis 

mendefinisikannya sebagai unsur yang memiliki kaitan erat dengan 

sebuah tindakan atau perbuatan yang memiliki sifat bertentangan 

atau sifat melawan hukum sehingga yang termasuk unsur objektif 

merupakan unsur yang melekat pada tindakan selaku objek. 

Menurut hasil Analisa penulis yang termasuk dalam unsur yang 

bersifat melekat pada tindakan (unsur objektif) dalam Tindak 

Pidana Penipuan yang diatur dalam pasal  378 KUHP di 

titikberatkan pada dua hal yakni pada upaya-upaya atau 

serangkaian cara yang berupa bujukan atau sebuah tindakan yang 

menjadi pemicu dalam menggerakan orang lain untuk melakukan 

suatu hal tertentu sesuai dengan kehendak seseorang yang 

melakukan upaya tersebut serta dititikberatkan pada implikasi dari 

bujukan ataupun serangkaian tindakan yang merupakan hasil dari 

pergerakan yang dilakukan yang dengan demikian dapat dinilai 

sebagai objek tujuan dalam tindak pidana ini.  

Jika kita telaah alat penggerak dari tindak pidana penipuan 

secara satu persatu berdasarkan yang diatur dalam Pasal 378 

KUHP akan ditemui beberapa nomenklatur – nomenklatur yang 

menunjukkan serangkaian cara yang berdasarkan pandangan 
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penulis merupakan alat pembujuk atau penggerak seperti: 

menggunakan nama palsu , menggunakan suatu kondisi yang 

palsu,  menggunakan tipu muslihat, menggunakan rangkaian 

kalimat-kalimat bohong.  

Penulis mengkualifikasikan cara-cara yang menjadi alat 

penggerak dan pembujuk tersebut sebagai unsur objektif yang 

melekat pada tindak pidana penipuan dengan uraian sebagai 

berikut: 

Nama / Identitas Palsu  

Sebuah tindakan yang tidak menggunakan nama terang diri 

sendiri atau nama asli dan kerap kali nama tersebut tidak bertuan 

atau dalam artian tidaklah merupakan nama seorang individu 

manapun pun apabila terdapat penambahan-penambahan kata 

pada nama yang dengan penambahan itu membuat identitas 

aslinya tidak dikenali oleh orang lain maka, tindakan tersebut 

memenuhi kualifikasi unsur objektif Tindak Pidana Penipuan 

dengan alat penggerak atau pembujuk berupa Penggunaan Nama 

Palsu.  

Keadaan / Kondisi Palsu  

Sebuah tindakan yang tidak mengungkapkan keadaan yang 

sebenarnya dengan berterus terang biasanya tindakan ini berupa 

suatu pernyataan yang menggambarkan atau mengutarakan bahwa 

seseorang berapa pada suatu situasi atau kondisi tertentu namun 
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hal tersebut bersifat utopis atau tidak terjadi sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya dan kerap kali tindakan mengungkapkan 

keadaan atau kondisi palsu ini diikuti dengan berbagai keuntungan 

atau nilai tambah yang biasanya berupa hak yang melekat kepada 

seseorang yang mengakui dirinya berada pada keadaan atau 

kondisi tersebut sehingga kondisinya mampu menjadi nilai tawar 

atau menjadi daya tarik tertentu. Apabila terdapat kondisi seperti 

yang penulis uraikan di atas, maka tindakan tersebut memenuhi 

kualifikasi unsur objektif Tindak Pidana Penipuan dengan alat 

penggerak/ pembujuk berupa Keadaan/Kondisi Palsu.  

Perkataan – Perkataan Bohong 

   Sebuah tindakan dimana dilafalkan oleh seseorang ucapan 

atau perkataan yang di dalamnya memuat serangkaian kata-kata 

yang tidak sesuai fakta atau berupa dusta belaka, maka tindakan 

tersebut dapat dikatakan memenuhi kualifikasi unsur objektif Tindak 

Pidana Penipuan dengan alat penggerak/pembujuk berupa 

perkataan-perkataan bohong. Akan tetapi, dalam pandangan 

penulis terdapat sebuah catatan penting yang harus diperhatikan 

dalam unsur delik terkait perkataan bohong ini, dimana perkataan 

dusta yang diucapkan haruslah bersifat runut dan terdiri atas 

beberapa kumpulan kata-kata dusta yang dengan kumpulan kata 

itu mampu menggerakkan seseorang untuk mempercayainya 

sebagai fakta atau secara sederhana penulis berpendapat bahwa 
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suatu perkataan bohong tidaklah cukup untuk memenuhi kualifikasi 

unsur perkataan bohong melainkan untuk memenuhi kualifikasi 

unsur ini tindakan tersebut haruslah berupa beberapa perkataan 

bohong yang saling berkesinambungan dan mempunyai 

karakteristik saling memperkuat perkataan-perkataan dusta lainnya 

sehingga berimplikasi pada saling menopangnya perkataan-

perkataan dusta ini satu sama lain sehingga terdengar seperti 

sebuah fakta yang bersifat nyata dan benar adanya.  

Tipu Muslihat  

Sebuah tindakan  yang dilakukan dengan maksud untuk 

meyakinkan atau mendapatkan kepercayaan dari orang lain atau 

pihak tertentu, penulis berpandangan bahwa antara unsur tipu 

muslihat dan perkatan bohong memiliki similaritas namun, yang 

menjadi pembeda yang signifikan antara kedua unsur ini terletak 

pada bentuk tindakannya pada tipu muslihat tindakan yang 

dilakukan beruapa kegiatan yang secara fisik atau taktis sedangkan 

pada unsur perkataan bohong hanyalah melalui lisan atau ucapan 

tidak hanya itu perbedaan lain juga penulis temui pada jumlah atau 

kumulatif tindakan dimana pada tipu muslihat sebuah tindakan 

yang bersifat tunggal tanpa diikuti beberapa tindakan lainnya sudah 

cukup untuk dapat dikualifikasikan sebagai tipu muslihat sedangkan 

pada perkataan bohong perkataan dusta tersebut tidak dapat 

bersifat tunggal dan harus bersifat serangkaian atau jamak. 
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Sehingga, apabila terdapat sebuah tindakan yang dilakukan guna 

menggerakan atau memicu tindakan tertentu dari orang lain yang 

mana bersifat palsu hanya untuk memperoleh kepercayaan atau 

keyakinan pihak lain maka, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan 

sebagai unsur tindak pidana penipuan berupa Tipu Muslihat.  

Unsur membujuk atau menggerakkan seseorang dalam 

pandangan penulis memiliki korelasi yang erat dengan alat 

penggerak atau pemicunya seperti yang telah diuraikan diatas, 

sehingga idealnya dalam tindakan membujuk atau menggerakkan 

seseorang haruslah memuat hubungan sebab- akibat antara cara-

cara yang menggerakan (alat penggerak) dengan tindakan 

penyerahan, pembuatan atau penghapusan akan suatu hal sesuai 

yang diatur dalam pasal 378 KUHP 

Dalam pandangan penulis terdapat beban pembuktian pada 

hubungan kausalitas antara alat penggerak dan implikasi lanjutan 

baik berupa tindakan penyerahan, pembuatan atau penghapusan. 

Beban pembuktian dari hubungan tersebut terletak pada 

dibuktikannya bahwa alat penggerak menjadi factor terjadinya 

serangkaian tindakan lanjutan, dalam hal ini harus dibuktikan 

bahwa tanpa adanya eksistensi dari alat penggerak maka implikasi 

lanjutan tidak akan pernah terjadi sebab pada dasarnya unsur 

membujuk atau menggerakan orang dapat dikatakan terbukti atau 

terpenuhi ketika dapat dibuktikan bahwa psikologis seseorang 
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terdorong untuk melakukan penyerahan/pembuatan/penghapusan 

yang diakibatkan oleh alat penggerak tersebut.  

Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa unsur 

objektif dari pasal 378 KUHP tidak hanya terkait serangkaian cara 

yang menggerakkan seseorang melainkan juga termasuk pada 

tindakan lanjutan atau implikasi dari upaya menggerakkan tersebut 

sesuai yang termaktub dalam KUHP yakni berupa pemberian suatu 

barang, membuat utang atau menghapuskan sebuah piutang yang 

telah ada sebelumnya. Untuk itu, penulis akan mengulas dan 

menganalisa secara detail satu persatu bentuk tindakan lanjutan 

yang diakibatkan oleh serangkaian alat penggerak dalam tindak 

pidana penipuan. 

Menyerahkan Suatu Barang  

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan unsur 

menyerahkan suatu barang ialah apabila terdapat kondisi dimana 

seseorang yang pada awalnya tidak memiliki niatan untuk 

memberikan sebuah barang akan tetapi, dikarenakan terdapat tipu 

muslihat, perkataan bohong,keadaan palsu dan pemicu lainnya 

yang memberikna dorongan pada dirinya sehingga memberikan 

sebuah barang maka dapat dikualifikasikan sebagai unsur 

menyerahkan suatu barang dalam tindak pidana penipuan.  

Membuat Hutang  
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Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan unsur membuat 

hutang ialah apabila terdapat kondisi dimana seseorang yang pada 

awalnya tidak memiliki intensi atau niatan memberikan utang 

namun dengan adanya serangkaian cara untuk membujuk dengan 

tidak berdasarkan fakta atau dengan penuh kepalsuan dan dengan 

itu mampu menggerakkan seseorang untuk memberikan pinjaman 

sehingga ia mampu membuat utang maka dapat dikualifikasikan 

sebagai unsur membuat hutang dalam tindak pidana penipuan  

Menghapus Piutang  

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan unsur menghapus 

piutang ialah apabila terdapat kondisi dimana seseorang yang pada 

awalnya tidak memiliki maksud serta niatan untuk menghapuskan 

piutang seseorang atau pinjaman seseorang terhadapnya namun 

setelah serangkaian usaha atau cara berupa bujukan yang 

dilakukan oleh pihak yang memiiki piutang dan dengan itu maka 

terdapat dorongan jiwa yang berimplikasi pada dihapusnya piutang 

seseorang terhadapnya maka dapat dikualifikasikan sebagai unsur 

menghapus piutang dalam tindak pidana penipuan.  

Membahas terkait unsur dari sebuah tindak pidana, maka 

tidak lengkap rasanya jika hanya mengulas terkait unsur yang 

melekat pada tindakannya saja melainkan juga sama pentingnya 

untuk mengulas terkait unsur yang melekat pada subjek pembuat 

tindakan tersebut atau yang biasa disebut dengan unsur subjektif, 
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adapun unsur subjektif pada tindak pidana penipuan menurut 

Analisa penulis ialah berupa dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan 

hukum, yang mana kedua unsur ini akan penulis uraikan satu 

persatu secara komperhensif sebagai berikut :  

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain  

Penulis menginterpretasikan unsur ini sebagai sebuah 

maksud dan tujuan yang dengan sengaja ingin dicapai oleh 

seseorang yang dimana dalam serangkaian tindakan yang 

dilakukan guna mencapai tujuan tersebut tidak terdapat tindakan-

tindakan tambahan yang perlu dilakukan guna memenuhi maksud 

dan tujuannya baik terhadap kepentingan atau keuntungannya 

secara individu ataupun keuntungan bagi orang lain. 

Dengan melawan hukum  

Penulis menginterpretasikan unsur ini  berupa penegasan 

bahwa maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam tindak pidana 

penipuan berupa sebuah keuntungan yang bersifat melanggar 

hukum atau tidak bersesuaian dengan hukum serta norma dan 

kepatutan dalam masyarakat pada wajarnya. Namun, penulis 

menemukan sebuah instrument yang menarik pada unsur dengan 

melawan hukum ini dimana penulis berpendapat bahwa maksud 

dari sifat melawan hukum tidak hanya melekat pada keuntungan 
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saja akan tetapi juga pada serangkaian cara yang ditempuh guna 

memenuhi maksud dan tujuan tersebut sehingga dapat ditarik 

sebuah kesimpulan bahwa terdapat sebuah hubungan kaulitas di 

dalamnya antara serangkaian cara guna mendapatkan keuntungan 

serta sifat tidak patut dan melawan hukum dari keuntungan itu 

sendiri.  

Berdasarkan uraian terkait unsur-unsur baik subjektif 

maupun objektif dari tindak pidana penipuan sesuai dengan yang 

termaktub dalam pasal 378 KUHP. Maka, dapat kita simpulkan 

bahwa ketika terdapat suatu tindakan dengan detail kronologi 

kejadian yang memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif maka 

tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai delik penipuan. 

2. Jenis tindak pidana Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum 

Pidana (KUHP) tentang Penipuan 

Pada dasarnya terdapat beberapa klasifikasi terhadap jenis-

jenis dari tindak pidana, untuk itu penulis akan memberikan sudut 

pandang penulis berupa Analisa terkait penggolongan atau 

klasifikasi jenis tindak pidana dari Pasal 378 KUHP tentang 

Penipuan sebagai berikut:  

Dalam pandangan penulis, jika kita mengkaji dari perspektif 

yang didasarkan pada perumusan hukum pidana nya maka Tindak 

Pidana Penipuan yang diatur dalam pasal 378 tergolong dalam 

delik materil hal ini didasarkan pada definisi terkait delik materil 
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sebagai sebuah perbuatan yang dianggap telah dianggap selesai 

ketika implikasi yang lahir atau ditimbulkan dari tindakan tersebut 

juga telah berakhir 70, dari definisi tersebutlah penulis menganalisa 

bahwa tindak pidana penipuan sesuai dengan rumusan pasalnya 

lebih menitikberatkan pada implikasi yang ditimbulkan pada saat 

selesainya perbuatan dan tidak hanya sebatas pada saat 

perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa memperhatikan atau 

berfokus pada akibat yang ditimbulkan setelahnya. Pandangan 

penulis ini juga diperkuat oleh pandangan Didiek Endro 

Purwoleksono dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana dimana 

ia memberi definisi terkait delik materil sebagai sebuah tindak 

pidana yang perumusan deliknya difokuskan pada terdapatnya 

suatu tindakan tertentu yang bertentangan dan dilarang dalam 

undang- undang. 71 

Penulis juga berpandangan bahwa apabila dikaji 

berdasarkan sifat aktif dan pasif pada suatu perbuatan maka, 

Tindak Pidana Penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP 

tergolong dalam delik Commisionis (Tindak Pidana aktif) hal ini 

dikarenakan perbuatan yang termuat dalam rumusan pasal dari 

tindak pidana penipuan merupakan perbuatan yang bersifat aktif 

atau dalam artian dianggap melakukan tindak pidana karna 

melakukan suatu perbuatan tertentu berbeda halnya dengan deik 
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ommisionis yang bersifat pasis dimana seseorang dianggap 

melakukan tindak pidana ketika seseorang tidak melakukan hal 

tertentu. Hal ini juga diperkuat dengan definisi dari delik 

Commisionis yang merupakan delik yang memuat sebuah tindakan 

yang melanggar sesuatu yang tidak diperkenankan atau dilarang. 72 

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP 

dalam pandangan penulis dapat digolongkan sebagai delik yang 

berdiri sendiri dan delik berlanjut, hal ini dikarenakan pada 

beberapa kasus yang terjadi berdasarkan riset dan penelusuran 

penulis terdapat berbagai variasi kronologi kasus dan jenis tindak 

pidana penipuan, tak jarang ada yang melakukan tindak pidana 

penipuan ini secara terus menerus atau beberapa kali sehingga 

dapat digolongkan sebagai delik berlanjut dan pada beberapa 

kasus juga ditemui pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan 

hanya dalam satu waktu saja dan tidak ada lagi rangkaian 

perbuatan pidana setelah perbuatan tersebut sehingga perbuatan 

tersebut dapat digolongkan sebagai delik yang berdiri sendiri, 

sehingga dalam klasifikasi delik rampung atau berlanjut ini penulis 

berpendapat bahwa hal ini bersifat relative dan dapat digolongkan 

sesuai dengan studi kasus dan kronologi kejadian yang terjadi. Hal 

ini juga bersesuaian dengan definisi dari delik rampung dan delik 

berlanjut itu sendiri dimana delik rampung merupakan suatu 
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perbuatan tindak pidana yang bersifat tunggal dan selesai dalam 

kurun satu waktu sedangkan delik berlanjut merupakan tindak 

pidana yang terdiri atas beberapa perbuatan pidana yang memiliki 

keterkaitan satu sama lain yang dengan dilanjutkannya perbuatan-

perbuatan tersebut melahirkan implikasi berupa lahirnya sebuah 

kondisi yang dilarang dalam undang-undang. 73 

Dalam pandangan penulis apabila kita mengkaji terkait 

tindak pidana penipuan ini dari perspektif implementasi berat atau 

tidaknya ancaman pidana yang dijatuhkan maka tindak pidana 

penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP ini tergolong dalam 

delik sederhana hal ini dikarenakan tidak terdapat unsur-unsur 

tambahan yang bersifat meringankan atau memberatkan dalam 

rumusan pasal tindak pidana penipuan ini diluar dari delik 

dasar/delik pokoknya sehingga adapun berat atau ringannya 

hukuman pidana yang akan diterima Kembali lagi bergantung pada 

interpretasi hukum oleh hakim serta indicator lainnya namun tidak 

diatur secara rigid dalam rumusan pasal 378 KUHP, hal ini juga 

bersesuain dengan definisi dari delik sederhana yakni merupakan 

delik pada suatu perbuatan yang telah termaktub dalam Kitab 

Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) jika kita Analisa lebih 

lanjut juga belum terdapat pengaturan hukum lainnya terkait tindak 

pidana penipuan selain yang dirumuskan dalam KUHP sehingga 
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lebih memperkuat argumentasi dan pandangan penulis bahwa 

tindak pidana penipuan ini merupakan delik sederhana dan tidak  

bersifat delik berkualifikasi.74 

Dalam Hukum Pidana, kesalahan atau Schuld merupakan 

sebuah hal yang tidak dapat lepas dari segala bentuk perbuatan 

yang termasuk tindak pidana, hal ini erat kaitannya dengan salah 

satu unsur dari kesalahan yakni adanya dolus dan culpa. 75 

Untuk itu, penulis akan menganalisa apakah kualifikasi dari 

tindak pidana penipuan tergolong culpa atau dolus. Penulis 

berpandangan bahwa Pasal 378 KUHP yang mengatur terkait 

tindak pidana penipuan tergolong dalam delik kesengajaan atau 

Dolus hal ini dikarenakan tindak pidana penipuan pada hakikatnya 

dilakukan dengan kesadaran penuh dan dengan sengaja dan tidak 

diakibatkanadanya kesalahan ataupun kealpaan yang 

mendatangkan kerugian bagi pihak tertentu yang selanjutnya 

merasa dirugikan dan disebut korban hal ini selaras dengan teori 

dari kesengajaan yakni sebuah kehendak atau insiasi atas 

terjadinya suatu perbuatan berikut dengan segala dampak yang 

ditimbulkan setelahnya dalam artian secara sengaja dan penuh 

kesedaraan seseorang melakukan suatu perbuatan baik yang 
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dilarang atau diharuskan oleh undang-undang yang didasari oleh 

sebuah pengaruh atas pemeuhan kehendak. 76 

  Terkait dengan klasifikasi tindak pidana tentunya tidak lepas 

dari indicator proses penuntutan sebuah perbuatan, yang pada 

umumnya diklasifikasikan melalui delik aduan atau delik biasa. 

Pada tindak pidana penipuan penulis berpendapat bahwa tindak 

pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP ini termasuk dalam delik 

biasa dikarenakan pada berbagai kasus penipuan proses 

penuntutan tidak memerlukan laporan atau aduan dari pihak yang 

merasa dirugikan untuk dapat diproses, selain daripada itu 

sekalipun apabila terdapat kasus penipuan yang dimana pelaku 

dan korban telah menempuh jalur non-litigasi dan bermuara pada 

perdamaian diantara para pihak namun penuntutan masih dapat 

dilanjutkan oleh pihak berwenang.  

Berkenaan dengan pendapat penulis terkait tindak pidana 

penipuan merupakan delik biasa, argument ini dikuatkan dengan 

definisi dari delik biasa yang merupakan kualifikasi delik yang dapat 

diproses secara langsung oleh penyidik berwenang dan tidak 

memerlukan eksistensi pihak yang mendapatkan atau merasakan 

kerugian sebagai pelapor atau pihak yang melayangkan aduan 

sehingga secara sederhana dapat didefinisikan bahwa delik biasa 

tidak mengharuskan adanya aduan serta apabila sewaktu-waktu 
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pihak yang merasa dirugikan tidak ingin melanjutkan aduannya 

atau mencabut aduannya namun, pihak berwenang dalam hal ini 

penyidik masih memiliki kewenangan penuh untuk melanjutkan 

proses penuntutan perkara 77 dan apabila kita menilik dari indicator 

subjek yang melakukan perbuatan pidana maka Tindak Pidana 

penipuan dapat digolongkan kedalam delik umum dikarenakan 

perbuatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja dalam artian subjek 

manapun dimungkinkan melakukan perbuatan ini ketika tindakan 

yang ia kerjakan memenuhi unsur sesuai dengan rumusan pasal 

sehingga tidak memerlukan adanya kompetensi atau kedudukan 

serta kualiatas tertentu bagi para pelakunya, berbeda halnya 

dengan delik khusus yang membutuhkan kompetensi dan kualitas 

tertentu melekat pada seorang subjek untuk dapat dilakukannya 

suatu perbuatan tertentu yang merupakan perbuatan pidana. 78 

Secara sederhana, penulis dapat menarik kesimpulan 

berdasarkan uraian diatas bahwa tindak pidana penipuan yang 

termaktub dalam pasal 378 KUHP sesuai dengan rumusan 

pasalnya dapat diklasifikan dalam beberapa jenis- jenis tindak 

pidana, antara lain: delik materil, delik commisionis, delik yang 

berdiri sendiri (rampung), delik berlanjut, delik sederhana, delik 

kesengajaan (dolus), delik biasa dan delik umum.  
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